
 

WALI KOTA BONTANG 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG 

NOMOR…TAHUN … 

TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 

TAHUN 2020-2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BONTANG, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 

2020-2025; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3962); 



3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG 

dan 

WALI KOTA BONTANG 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK 

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2020-

2025. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kota Bontang. 

2.  Wali Kota adalah Wali Kota Bontang. 

3.  Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 



4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya 

disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan 

kepariwisataan Daerah Tahun 2020-2025.  

6.  Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang 

di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan 

pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang 

dikehendaki.  

7.  Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik 

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.  

8.  Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah Daerah.  

9.  Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara 

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, 

pemerintah Daerah, dan pengusaha.  

10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.  

11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata 

adalah kawasan geografis yang berada dalam 1 (satu) atau lebih wilayah 

administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, 

fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 

melengkapi terwujudnya kepariwisataan.  

12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait 

dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan 

kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.  

13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi 

dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh 

pemangku kepentingannya.  

14. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya 

yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, 

swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme 



operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan 

perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan. 

15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, 

budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan Wisatawan.  

16. Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah 

kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi 

untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam 

satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, 

pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta 

pertahanan dan keamanan. 

17. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPP adalah 

suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu 

kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter 

atau tema produk Wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai 

komponen pencitraan kawasan tersebut. 

 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan asas: 

a. manfaat; 

b. kekeluargaan; 

c. adil dan merata; 

d. keseimbangan; 

e. kemandirian; 

f. kelestarian; 

g. partisipasi; 

h. berkelanjutan; 

i. demokratis; 

j. kesetaraan; dan 

k. kesatuan. 

Pasal 3 

Peraturan Daerah ini bertujuan: 

a. sebagai pedoman dalam Pembangunan Kepariwisataan Daerah;  

b. mengintegrasikan aspek Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, 

Industri Pariwisata dan Kelembagaan pariwisata; dan 



c. meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan Daerah. 

 

BAB II 

RIPPARDA 

 

Pasal 4 

(1) Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi: 

a.  Destinasi Pariwisata Daerah; 

b.  Pemasaran Pariwisata Daerah; 

c.  Industri Pariwisata Daerah; dan 

d.  Kelembagaan Kepariwisataan Daerah. 

(2) Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.  

(3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:  

a. visi;  

b. misi;  

c. tujuan;  

d. sasaran; dan  

e. arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah. 

 

Pasal 5 

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 

(3) huruf a yaitu Wisata kemaritiman berkebudayaan industri, didukung sumber 

daya manusia yang berkualitas dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

 

Pasal 6 

Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (3) huruf b meliputi: 

a. Destinasi Pariwisata yang memiliki keaslian, keunikan, dan berwawasan 

lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli Daerah untuk 

kesejahteraan masyarakat; 

b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis dan bertanggung jawab untuk 

meningkatkan kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara; 



c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, 

bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial 

budaya; dan 

d. Kelembagaan Kepariwisataan yang berkaitan dengan organisasi 

Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, 

regulasi, dengan tata kelola yang efektif dan efisien dalam rangka 

mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang 

berdaya saing dan berkelanjutan. 

 

Pasal 7 

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi: 

a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata yang mampu 

mendorong peningkatan kunjungan Wisatawan nusantara dan 

mancanegara; 

b. meningkatkan citra Destinasi Pariwisata dengan menggunakan media 

pemasaran yang mampu menarik kunjungan Wisatawan nusantara dan 

mancanegara; 

c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian 

Daerah dan pendapatan masyarakat lokal melalui peningkatan investasi; 

dan 

d. mengembangkan lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola Pariwisata 

yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, 

Pemasaran Pariwisata dan Industri Pariwisata secara efektif dan efisien. 

 

Pasal 8 

(1) Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d meliputi: 

a. terwujudnya Destinasi Pariwisata yang memiliki keaslian, keindahan, 

kelangkaan, keutuhan daya tarik wisata, dan berwawasan lingkungan 

sehingga mampu menarik kunjungan Wisatawan nusantara dan 

mancanegara; 

b. meningkatnya jumlah kunjungan Wisatawan nusantara dan 

mancanegara ke Daerah melalui berbagai media pemasaran yang efektif 

dan efisien dengan memanfaatkan merek Daerah; 



c. terwujudnya Industri Pariwisata yang berdaya saing melalui penerapan 

standarisasi usaha Pariwisata dengan didukung oleh sumber daya 

manusia Pariwisata yang berkualitas; dan 

d. terwujudnya lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola Pariwisata 

yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, 

Pemasaran Pariwisata dan Industri Pariwisata secara efektif dan efisien. 

(2) Target peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan nusantara dan 

mancanegara ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 9 

(1) Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (3) huruf e berpedoman pada:  

a.  kebijakan pembangunan Kepariwisataan nasional; 

b. kebijakan Pembangunan Daerah; dan 

c. rencana tata ruang Daerah. 

(2) Arah pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan dengan:  

a.  menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;  

b.  berlandaskan prinsip pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;  

c.  berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, 

peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta 

pelestarian lingkungan;  

d.  tata kelola yang baik;  

e.  secara sinergis, terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; 

dan  

f.  mendorong kemitraan sektor publik dan privat. 

(3) Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) menjadi dasar kebijakan, strategi dan indikasi program 

Pembangunan Kepariwisataan Daerah. 

(4) Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilaksanakan dalam 2 (tahap) sebagai berikut: 

 a. tahap I pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022; dan 

 b. tahap II pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025. 

 

 



Pasal 10 

Kebijakan, strategi dan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah 

serta peta perwilayahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini. 

BAB III 

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN 

 

Pasal 11 

 (1) Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi pariwisata melakukan 

pembinaan dan pengendalian pelaksanaaan RIPPARDA. 

 (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi pariwisata 

dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah, instansi, lembaga dan/atau 

pihak terkait lainnya.  

 

Pasal 12 

(1) Pembinaan pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 ayat (1) dapat berupa pendidikan dan pelatihan pengelola mitra usaha 

Pariwisata. 

(2) Pengendalian pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

11 ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban 

terhadap strategi pengembangan objek Daya Tarik Wisata Daerah. 

(3)  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam 

bentuk pelaporan dan evaluasi program pembangunan Pariwisata Daerah. 

 

Pasal 13 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengendalian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Peraturan Wali Kota. 

 

BAB IV 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 14 

Pembiayaan pelaksanaan RIPPARDA bersumber dari: 

a.  anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 



b.  sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 15 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang. 

 

Ditetapkan di Bontang 

pada tanggal … 

WALI KOTA BONTANG, 

 

 

NENI MOERNIAENI 

 

Diundangkan di Bontang 

pada tanggal … 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG, 

 

 

AJI ERLYNAWATI 

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN ……… NOMOR …… 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN 

TIMUR 



PENJELASAN 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG 

NOMOR…TAHUN … 

TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 

TAHUN 2020-2025 

 

I.  UMUM 

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi 

masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu 

dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada 

keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap 

menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap 

memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah 

satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa 

sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping 

sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi 

wisatawan nusantara. 

Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan 

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan 

pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu 

kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang 

mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, 

destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja 

sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam 

pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Sehingga pengembangan 

dan pemanfaatan aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan 

dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam 

pembangunan di masa depan. 

Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin 

kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka 



pembangunan kepariwisataan Indonesia khususnya Kota Bontang harus 

didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat 

untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing 

Kepariwisataan Indonesia dalam peta Kepariwisataan regional maupun 

internasional.  

RIPPARDA diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan 

pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, 

baik di pusat maupun di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak 

langsung dengan pembangunan kepariwisataan Kota Bontang. RIPPARDA 

menjadi sangat penting, karena:  

a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi 

Kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya 

manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan 

berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan 

wilayah dan kesejahteraan masyarakat.  

b. mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas 

pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong 

pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

Pasal 2 

 Cukup jelas. 

Pasal 3 

 Cukup jelas. 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 

Pasal 6 



 Cukup jelas. 

Pasal 7 

 Cukup jelas. 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

Pasal 12 

 Cukup jelas. 

Pasal 13 

 Cukup jelas. 

Pasal 14 

 Cukup jelas. 

Pasal 15 

 Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR … 


